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BUPATI SERDANG BEDAGAi 

PROVINS! SUMATERA U.ARA 

PER ATURAN BUPATI SERDANG BEDAGAI 

WOMOR 49 TAHUN 2016 

TEN'TANG 

KEWA.JIBAN KEPESERT'AAN JAMIN AN SOSIAL KETENA&AKER.JAAN 

DALAM PEMBERZARN PELAYANAN PUBLIK TERTEN TU 

DI ZKABUPATEN SERDANG BEDAGAT 

DENGAN RAHMAT T'UHAN YANG MAHA ES.A 

BUPA'TT SERDANG BEDAGAI, 

M 
. 1 

en1moang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan penyelenggaraan ja ninan 
ssial ketenagakerjaan, Pemerintah Daerah berwenang tidak 
memberikan pelayanan publik tertentu kepada pemberi kerja 
sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 5 ayat (2) huruf 
c dan Pasal 8 ayat (3) Peraturan Pemerintah Noraor 86 Tahun 
2013 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Adminisratif Kepada 
Pemberi Kerja Selain Penyelenggare Negara dan Setiap Orang, 
Selain Pemberi Kerja, Pekerja, dan Penerima Bantuan Iuran 
Dalam Penyelenggaraan Jaminan Sosial; 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada 
huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kewajiban 
Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Delamn Pemberian 
Pelayanan Publik Tertentu di Kebupaten Serdang Bedagai; 

tentang 2003 Tahun 13 Nomor 

Undang-Undang Vomor 36 Tahun 2003 tentang Pembentukan 
Kabupaten Samosir dan Kabupaten Serdang Bedagai di Provinsi 
Sumatera Utera 

Undang-Undang 
Ketenagakerjaan; 

Undang-Jndang Nomor 1 Tahun 1 7 0  tentang Keselamatan 
Kera; 

: 1. 

2# 
F .  

Mengingat 

(k 
4. Undang-Undang Nomor 40 ten 2004 tentarg Sistem 
', Jaminan Sosial Nasional; 

ii  . . . . 5 .  Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan 
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7 . .  Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2 0 1 1  tentang Badan 
Penyelenggara Jaminan Sosial; 

8. Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 ten tang 
Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali 
terakhir dengan Undahg-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang 
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 
tentang Pemerintahan Daerah; 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1992 tentang 
Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja 
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan 
Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2013 tentang 
Perubahan Kesembilan Atas Peraturan Pemeritah Nomor 14 
Tahun 1993 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial 
Tenaga Kerja; 

10.  Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 tntang 
Penyelenggaran Jasa Konstruksi sebagaimana telah diubah 
beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nonor 79 
Tahun 2015  ten tang Perubahan Kedua Atas Peraturan 
Pemerintah Nomor 29 tahun 2000 tentang Penyelenggaraan 
Jasa Kontruksi; 

1 1 .  Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2007 tentang Tata 
Cara Pelaksanaan Kerja Sama Daerah; 

12 .  Peraturan Pemerintah Nomor 85 Tahun 2013 tentang Tata 
Cara Hubungan Antar Lembaga Badan Penyelenggara Jaminan 
Sosial; 

13 .  Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2013 tentang Tata 
Cara Pengenaan Sanksi Administratif Kepada Pemberi Kerja 
selain Penyelenggara Negara dan Setiap Orang selain Pemberi 
Kerja, Pekerja, dan Penerima Bantuan Iuran dalam 
Penyelenggaraan Jaminan Sosial; 

14.  Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015 tentang 
Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan 
Jaminan Kematian; 

15 .  Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2015 
Penyelenggaraan Program Jaminan Pensiun; 

16. Peraturan Pemerintahan Nomor 46 Tahun 2015 tentang 
Penyelenggaraan Program J aminan Hari Tua se bagamana telah 

· diubah dengan Peraturan Pemerintahan Nomor 60 Tahun 
2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah No 46 
Tahun 20 15 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Hari 
Tua; 

17 .  Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2013 Penahapan 
• Kepesertaan J aminan Sosial; 
• 

> . , - . , 1 8  Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2009 

/4,%@z::z2:: 
-  - -.----.. .  .  ( ·,·---11? ten tang Pembentukan Produk Hukum Daerah, 

• 20. Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor Per-12/MEN/V1/2007 
halt.. tentang Petunjuk Teknis Pendaftaran Kepesertaan 
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Pembayaran Iuran, Pembayaran Santunan dan Pelayanan 
Jaminan Sosial Tenaga Kerja; 

2 1.  Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 44 Tahun 2015 
tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja 
dan Jaminan Kematian bagi Pekerja Harian Lepas, Borongan, 
dan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu pada Sektor Usaha Jasa 
Konstruksi; 

22. Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor 560/1)46.K/ 
Tahun 2004 tentang Pelaksanaan Program Jaminan Sosial 
tenaga Kerja bagi Tenaga Kerja waktu Tertentu pada Sektor 
Jasa Konstruksi dan Tenaga Kerja Informal di Provinsi 
Sumatera Utara; 

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEWAJIBAN KEPESERTAAN 

JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN DALAM PEMBERIAN 

PELAYANA PUBLIK TERTENTU DI KABUPATEN SERDANG 

BEDAGAI. 

B AB I  

KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan : 1 .  Daerah adalah Kabupaten Serdang Bedagai 2 .  Pemerintahan Daerah adalah penyelenggara urusan Pemerintahan oleh 
Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan 
dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 3 .  Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom 4 :.· Bu�ati alah Bupati Serdang Bedagai 5. 0. .ah orang perseorangan, baik warga negara Indonesia, warga neg a asing, maupun badan hukum 6. Badan @dalah sekumpulan orang dan/ atau modal yang merupakan 
kesatujil, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) .· .·.·.:del)gan,:n�' , '  'a .dan dalam bentuk apapun, kongsi, koperasi dana pensiun, 

r·-- ·~p-era .. .  kti7i ... .. . . , . ·::r- erlµlmpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi politik, 

\ 
i2"-- 9r_:i i.i. ·��- · • • . y a �  .lembaga dan badan lainnya termasuk kontrak investasi 

_ T z  kolktif n lb~ n t u k  usaha tetap. 
'. ��,rdal":11 Se(iaP c,rang yang bekerja dengan menerima gaji, upah, atau 
sei~er 3l~ dalam bentuk 1in. Sq@Reberi kerja adalah orang perseorangan, pengusaha, badan hukum, atau 
z@n lajnnya yang mempekerjakan tenaga kerja atau penyelenggara negara 
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yang mempekerjakan pegawai negeri atau dengan membayar gaji, upah, atau 
imbalan, dalam bentuk lainnya. 

9. Izin adalah izin yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten kepada setiap 
orang atau perusahaan sesuai perundang-undangan dalam rangka untuk 
pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan. 

10 .  Peserta adalah setiap orang, termasuk orang asing yang bekerja paling 
singkat 6 (enam) bulan di Indonesia yang telah membayar iuran. 

1 1 .  Iuran adalah sejumlah uang yang dibayar secara teratur oleh peserta, 
pemberi kerja, dan/atau penyelenggara negara dan/atau Pemerintah. 

12 .  Perizinan terkait usahci. adalah pelayanan publik tertentu yang diterbitkan 
oieh unit pelayanan oublik pada instansi pemerintah daerah terkait, 
meliputi: Izin Optik, Izir Pelataran Parkir, Izin Reklame, Izin Usaha Industri, 
Izin Usaha Jasa Konstruksi, Izin Usaha Perdagangan, Izin Klinik, Izin Apotek, 
Izin Kesehatan dan Keselamatan Kerja, Izin Praktik Dokter, Izin Industri 
Rumah Tangga, Izin Operasional Sekolah, Izin Operasional Bimbingan 
Belajar, Izin Kursus, Izin Warung Internet, Izin Penyelenggaraan Pelatihan, 
Izin Usaha Perikanan, Izin Penangkapan Ikan, Izin Kapal Pengangkutan Ikan, 
Izin Trayek, Tanda Daftar Perusahaan, Tanda Daftc. r U saha Pariwisata, dan 
Pelayanan publik tertentu lainnya yang terkait dengan usaha. 

13 .  Pelayanan publik tertentu adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam 
rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan publik sesuai dengan peraturan 
perundang-undangan bagi setiap orang a tau perusahaan yang disediakan 
oleh Pemerintah Kabupaten, meliputi izin, tanda daftar, atau sejenisnya. 

14 .  Jaminan sosial adalah salah satu bentuk perlindungan sosial untuk 
menjamin seluruh rakyat agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidup yang 
layak dan meningkatkan martabatnya, menuju terwujudnya masyarakat 
yang sejahtera, adil, dan makmur. 

15 .  Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, yang selanjutnya disingkat BPJS adalah badan hukum yang diberttuk untuk menyelenggarakan program jaminan sosial. 
16 .  Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan, yang selarjutnya disingkat BPJS Ketenagakerjaan adalah badan hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan program jaminan kecelakaan kerja, jaminan kenatian, 

jaminan hari tua dan jaminan pensiun. 

_17. S�- a rmintaan Pembayaran, yang selanjutnya disingkat SPP adalah dok 'n yang diterbitkan oleh pejabat yang bertanggung jawab atas p ksanaan kegiatan/bendahara pengeluaran untuk mengajukan 
permintaan pembayaran. 18.  Surat lfgrmintaan Pembayaran Langsung, yang selanjutnya disingkat SPP-LS 
ad%if'oixumen yare: diajukan oleh bendahara pengeluaran untuk 
permintaan pembayarar. Iangsung kepada pihak ketiga atas dasar perjanjian 
kontrak kerja atau sura perintah kerja lainnya dan pembayaran gaji dengan 
jumlah, penerima, peruntukan, dan waktu pembayaran tertentu yang 

- d o ku m e n n y a  disiapkan oleh Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan. -��:t����i . .  ;�l�J,.". �� :.k�nstruksi jaminan sosial ketenagakerjaan adalah program 
' /_  BI  JS_ketej g4kerjaan pada sektor jasa konstruksi bagi pekerja yang bekerja 
l!_p c ,l a$r0 !&  lisik meliputi perlindungan jamine kecelakaan kerja dan 
kasrjaminah k.atian. 
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BAB II 
STATUS DAN TEMPAT KEDUDUKAN 

Pasal 2 

( 1 )  BPJS Ketenagakerjaan merupakan badan hukum publik yang bertanggung 
jawab kepada Preside.1. dan bekerjasama dengan Pemerintah Daerah 
Kabupaten Serdang Bedagai. 

(2) BPJS Ketenagakerjaan yang bekerjasama dengan pemerintah daerah 
sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 )  adalah BPJS Ketenagakerjaan Kantor 
Cabang Tanjung Morawa 

BAB III 

TUJUAN 

Pasal 3 

Peraturan Bupati ini bertujuan untuk mengoptimalkan sasaran terselenggaranya 
kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan untuk memenuhi kebutuhan dasar 
hidup yang layak dalam rangka meningkatkan perlindungan dan kesejahteraan 
bagi pemberi kerja dan pekerja. 

BAB IV 

KEPESERTAAN JAMINAN SOSIAL 

Pasal 4 

Setiap pemberi kerja dan pekerja wajib ikut serta dalam kepesertaan jeminan 
sosial ketenagakerjaan. 

BABV 

KEWAJIBAN KEPESERTAAN JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN 

DALAM PEMBERIAN PELAYANAN PUBLIK TERTENTU OLEH 

Pasal 5 

( 1 )  Setiap pemberi kerja dan pekerja dalam memperoleh pelayanan publik 
tertentu di Pemerintah Daerah Kabupaten Serdang Bedagai wajib 
menyertakan sertifikat kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan dan bukti 
lunas pembayaran iuran terakhir kepesertaan jaminan sosial 

ketenagakerjaan. 
- - - � ·  . .  

(2) Sertifikat kepesertaan jaminan sosial dan bukti lunas pembayaran iuran 
sebag · ana dimaksud pada ayat ( 1 )  merupakan syarat tambahan dalam 
pem an pelayanan publik tertentu oleh Pemerintah Kabupaten Serdang 
Bed. ai. 

(3) Sy at tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat [.') diberlakukan terhadap 
pembefjan pelayanan publik tertentu, meliputi: a. pe#nan terkait usaha; b. izin yang diperlukan dalam mengikuti tender proyek atau pelelangan; 
c. izin perpanjangan memperkerjakan tenaga kerja asing; 

. N d .  izin  operasional perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh; dan 
ii5l5.et..z.. r s .  �' · mendtlik�-bangunan, waJ1b mengikutsertakan pekerJanya dalam 1by;_Desertaan program jasa konstruksi jaminan sosial ketenagakerjaan, apabila 
j[eve momuii menian agunan. 
kl I { ·�---·----- - -- - 
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(5) Setiap pemohon perorangan atau Badan usaha sebagaimana dimaksud pada 
ayat (4) wajib membuat surat pernyataan untuk mengikutsertakan pekerja 
bangunan dalam kepesertaan program jasa konstruksi jaminan sosial 
ketenagakerjaan. 

� 

(6) Pemberi kerja yang bergerak di ·-bidang pekerjaan jasa konstruksi yang 
melakukan pengurusan SPP-LS yang disampaikan kepada Dinas Pendapatan, 
Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah wajib melampirkan syarat-syarat 
tambahan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2). 

BAB VI 

PELAKSANA PEMBERIAN PELAYANAN PUBLIK TERTENTU 

Pasal 6 

( 1 )  Pemberian pelayanan publik tertentu dilaksanakan oleh unit pelayanan 
publik yang ada di lingkungan pemerintah Kabupaten Serdang Bedagai 
termasuk Kecamatan. 

(2) Setiap pengguna anggaran di lingkungan Pemerintah Kabupaten Serdang 
Bedagai agar dalam setiap perjanjian kerjasama (kontrak) mempersyaratkan 
Jaminan Sosial Ketenagakerjaan pada setiap paket kegiatar jasa 
pemborongan, dan bagi penyedia jasa pemborongan (kontraktor / 
subkontraktor) untuk mengikutsertakan tenaga kerjanya baik yang bekerja 
pada pemberi kerja maupun penerima pekerjaan jasa konstruksi dalam 
Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan dengan mendaftarkan ke BPJS 
Ketenagakerj aan. 

(3) Camat/Lurah/Kepala Desa agar mempersyaratkan bukti pendaftaran dan 
bukti pembayaran iuran dari BPJS Ketenagakerjaan kepada setiap penyedia 
jasa pemborongan/kor.truksi untuk setiap paket pelaksanaan kegiatan 
dilingkungan masing mesing dan juga dalam pengurusan IMB. 

· . . '  

BAB VII 

HUBUNGAN KERJA SAMA 

Pasal 7 

(1)-Pemerintah daerah dalam pelaksanaan pemberian pelayanan publik tertentu 
melakukan hubungan kerja sama dengan BPJS Ketnagakerjaan yang diatur 
terse» 'dalam kesepakatan bersama. 

(2) Kes atan bersama sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 )  bertujuan untuk 
mengkatkan perlindungan jaminan sosial bagi masyarakat di Kabupaten 

s r d ang  Bedagai. 
(3) Tinaalllahjut kesepakatan bersama sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) ,  

lebih lanjut diatur tersendiri dengan perjanjian kerja sama antara unit 
pelayanan publik pada instansi pemerintah daerah yang memberikan _ _  .... <:�P.ft�-�Y.�,�- . ., .. · )?

1

�blik t�rtentu dengan BPJS Ketenagakerjaan . 
I. t r %  «  

le#1 ass v 
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ff4&ZS%e Kcrja dan Pekerja yang melanggar ketentuan sebagaimana di-naksud 
[&,"t'tam Pasai dan Pasat s anenai sanisi administatt. 
AfilJ --·-- ··-· •,,,,. . , . . . . 
Sgllanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1 )  adalah tidak 
@a(I@a#pat pelayanan publik tertentu. 



(3) Bagi penyedia jasa konstruksi/kontraktor/pemborong yang bergerak di 
bidang pekerjaan jasa konstruksi yang melakukan pengurusan SPP-LS 
sebagaimana Pasal 5 ayat (6), yang tidak dapat melampirkan bukti setoran 
iuran (potongan) BPJS Ketenagakerjaan maka realisasi permintaan 
pembayaran dapat ditangguhkan tidak dicairkan) sampai keluar bukti 
pembayaran dari BPJS Ketenagakerjaan. 

Pasal 9 

( 1 )  Pengenaan sanksi tidak mendapat pelayanan publik tertentu sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) dilakukan oleh unit pelayanan publik 
tertentu pada instansi pemerintah daerah atas permintaan BPJS 
Ketenagakerjaan. 

(2) Permintaan BPJS Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1 )  
ditindaklanjuti oleh unit pelayanan publik pada instansi pemerintah daerah 
yang mempunyai tugas dan fungsi pengawasan dan berkoordinasi dengan 
Dinas yang membjdangi ketenagakerjaan. 

:� 
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BAB IX 

KETENTUAN PERALIHAN 

Pasal 10 
, 

panjangun pelayanan publik tertentu yang telah diterbitkan 
Kabupaten Serdang Bedagai sebelum diberlakukannya 

p berlaku selma tidak bertentangan dengan Peraturan ini. 

. : . 

BABX 
KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 1 1  

Peraturan ini mulai b~rlaku pada tanggal diundangkan. 

Pemberian atau 
oleh Pemerin 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan ini 
dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Serdang Bedagai. 

SEKRETARI 

Ditetapkan di Sei Rampah 
pada tanggal 3o sa«kc 20l6 

BUPATI SERDANG BEDAGAI, 

�-----­ 
H. SOEKIRMAN 

ATEN SERDANG BEDAGAI, 

if 
HADIWINARNO 

BERITA DAERAH KABUPA TEN SERDANG BEDAGAI TAHUN 2016 
NOMOR 


